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tesebut, Pemerintah Kota
(Pemkot) Yogyakarta dan
DPRD telah sepakat. APBD
2026 akan memprioritaskan
pendidikan, kesehatan, dan
penanganan sampah.
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Wakil Wali Kota Yogyakarta
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Wawanmenjelaskan, efisiensi

dilakukan sebagai antisipasi
kemungkinan berkurangnya
dana transfer dari pusat sekitar
Rp250 miliaratausetara 21-26
persen dari total alokasi.

Di APBD Kota Yogyakarta

tahun 2026, lanjut Wawan,

mencapai lebih dari Rp 2
triliun. Dari jumlah itu
belanja. pegawai di Kota
mencapal 41 persen
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dilindungi aturan.

Wawan menegaskan, posisi
fiskal Kota Yogyakarta masih
relatif lebih kuat ketimbang
kabupaten lain di DIY
Sebab, memiliki pendapatan
asli daerah (PAD) yang

mendekati Rp 1 triliun.

“Kalau kabupaten kan PAD-
nya Rp 300 miliar sampai Rp
400 miliar, jadi beban belanja
pegawainya lebih berat. Kami
normalnya 30 persen. Kalau
pembaginya dikurangi karena
transfer pusat turun, otomatis
persentasenya naik, tapi bukan
berarti belanja pegawainya
bertambah,” tutur dia

Secara nasional, alokasi
TKD dalam rancangan
anggaran tahun 2026
direncanakan sebesar Rp
649,99 triliun. Itu turun

dana

signifikan dari per
realisasi tahun 2025 yang
sebesar Rp 864 triliun atau
dibandingkan alokasi APBN
2025 yang mencapai Rp
919,9 triliun.
Sebagai
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pemerintah pusat untuk daerah
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